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ABSTRAK 

 

Nur Fajriah. 202120251007 Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Dalam 
Perspektif Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  

Indonesia adalah negara hukum, menjadikan Indonesia sebagai negara yang 
menjalankan urusan pemerintahannya berdasarkan pada norma-norma atau 
ketentuan hukum yang berlaku. Artinya bahwa konsekwensi sebagai negara hukum, 
Indonesia harus membentuk suatu aturan dalam bentuk Peraturan Perundang-
undangan yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan 
kenegaraannya. Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, berdasarkan Pasal 
58 ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2022. Dalam kontek pelaksanaan di daerah, 
penyusunan produk hukum berupa Rancangan Peraturan Daerah, setelah melalui 
proses asistensi bagian hukum maka dilanjutkan dengan melakukan 
pengharmonisasian kepada Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Provinsi untuk 
dilakukan harmonisasi. Kemudian hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah 
tersebut dibahas bersama Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota. Setelah 
mendapatkan hasil pembahasan materi rancangan Peraturan Daerah tersebut 
dikirimkan ke Biro Hukum Provinsi untuk mendapatkan fasilitasi ataupun evaluasi. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
yuridis normatif melalui studi pustaka yang mengkaji bahan-bahan hukum primer, 
sekunder dan tersier. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah asas negara 
hukum, asas legalitas, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. 
Dalam penelitian ini di bahas mengenai dasar hukum pembentukan peraturan 
perundang-undangan dalam persfektif asas Pembentukan peraturan perundang-
undangan, berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2022, dan pengharmonisasian, serta 
fasilitasi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. Penulis 
mendapatkan dua kesimpulan prosedur pembentukan rancangan peraturan daerah 
tidak sesuai dengan asas formal perundang-undangan dan proses pembentukan 
perundang-undangan yang sesuai ketentuan adalah yang berdasarkan pada asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Yaitu berdasarkan pada 
asas formil dan asas materil. 

 

 

 

Kata kunci (sentence case): Harmonisasi, Fasilitasi, Pembentukan Peraturan. 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonisasi rancang.., Nur Fajriah, Fakultas Hukum 2023



vi 
 

ABSTRACT 

 

Nur Fajriah. 202120251007 Harmonization of Draft Regional Regulations 
in the Perspective of the Principles of Forming Legislation. 
 Indonesia is a state of law, making Indonesia a country that carries out its 
governmental affairs based on the norms or provisions of applicable law. This 
means that consequently as a rule of law country, Indonesia must form a rule in the 
form of Legislation which is used as a reference in the implementation of its state 
activities. In the process of forming regional regulations, based on Article 58 
paragraph 2 of Law Number 13 of 2022. In the context of implementation in the 
regions, the preparation of legal products in the form of Draft Regional 
Regulations, after going through the process of assisting the legal department, is 
followed by harmonization to the Provincial Office of the Ministry of Law and 
Human Rights to harmonization is carried out. Then the results of the 
harmonization of the Draft Regional Regulations were discussed with the 
Regency/City Regional Representative Council. After obtaining the results of the 
discussion of the draft Regional Regulation material, it is sent to the Provincial 
Legal Bureau for facilitation or evaluation. The research method used in this study 
is a normative juridical research method through literature study which examines 
primary, secondary and tertiary legal materials. The theory used in this study is the 
principle of rule of law, the principle of legality, and the principle of forming laws 
and regulations. This research discusses the legal basis for forming statutory 
regulations in the perspective of the principle of forming statutory regulations, 
based on Law Number 13 of 2022, and harmonization, as well as facilitating the 
material content of draft statutory regulations. The author gets two conclusions that 
the procedure for forming draft regional regulations is not in accordance with the 
formal principles of legislation and the process of forming legislation that complies 
with the provisions is based on the principle of forming good laws and regulations. 
That is based on formal principles and material principles. 
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